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Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam transaksi properti serta menilai efektivitas perlindungan 

hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Dalam praktiknya, penggunaan PPJB di Indonesia menunjukkan 

adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pengembang dan konsumen, yang tercermin 

melalui penggunaan klausula baku, keterbatasan transparansi informasi, serta ketidakpastian 

terkait pembangunan, serah terima, dan penyerahan hak kepemilikan. Kondisi ini berpotensi 

menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan 

Pengadilan Negeri Malang Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Mlg dan Putusan Pengadilan Negeri 

Bale Bandung Nomor 187/Pdt.G/2024/PN Blb, untuk mengkaji penerapan hukum dalam 

sengketa PPJB serta perlindungan terhadap konsumen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB merupakan perjanjian pendahuluan yang sah dan 

mengikat secara hukum, namun dalam praktiknya sering kali bertentangan dengan asas 

keseimbangan, keadilan kontraktual, serta larangan klausula baku sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Putusan pengadilan cenderung memberikan 

perlindungan kepada konsumen, terutama dalam kasus wanprestasi oleh pengembang, namun 

perlindungan tersebut masih bersifat reaktif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, 

peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih efektif guna menjamin 

perlindungan konsumen dalam transaksi properti berbasis PPJB. 

 

Kata kunci: Perjanjian Pengikatan Jual Beli, PPJB, perlindungan konsumen, transaksi 

properti. 
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PENDAHULUAN 

 

Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang 

setara dengan kebutuhan pangan dan sandang. Dalam konteks negara berkembang seperti 

Indonesia, pemenuhan kebutuhan tersebut menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti 

pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi yang masif, serta keterbatasan lahan di wilayah 

perkotaan. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga memiliki nilai 

sosial, ekonomi, dan psikologis yang tinggi, sehingga kepemilikan rumah sering kali menjadi 

indikator kesejahteraan dan stabilitas hidup individu. 

Secara konstitusional, hak atas tempat tinggal telah dijamin dalam Pasal 28H Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang 

berhak untuk bertempat tinggal dan memperoleh lingkungan hidup yang layak. Dalam 

kerangka ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan perumahan yang 

layak bagi masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, pemenuhan kebutuhan tersebut 

banyak bergantung pada mekanisme pasar, khususnya melalui peran pelaku usaha di bidang 

properti atau pengembang (developer). 

Peningkatan jumlah penduduk perkotaan dari tahun ke tahun menunjukkan 

kecenderungan urbanisasi yang signifikan, terutama di wilayah-wilayah seperti DKI Jakarta, 

Jawa Barat, dan kota-kota besar lainnya. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kepadatan 

penduduk serta keterbatasan lahan, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga tanah dan 

properti. Dalam situasi tersebut, masyarakat cenderung bergantung pada pengembang 

perumahan yang menawarkan berbagai skema pembelian, termasuk sistem pembayaran 

bertahap atau kredit. 

Dalam praktik transaksi properti, salah satu instrumen hukum yang umum digunakan 

adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan 

sebelum dilakukannya Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

PPJB muncul sebagai solusi atas berbagai kendala administratif dan teknis yang belum 

terpenuhi untuk pelaksanaan AJB, seperti belum lunasnya pembayaran atau belum selesainya 

pembangunan. Namun demikian, penggunaan PPJB dalam praktik sering menimbulkan 

permasalahan hukum, terutama terkait dengan kedudukan hukumnya dan perlindungan 

terhadap konsumen. 

Secara normatif, PPJB memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas kebebasan 

berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan 

tetapi, dalam praktiknya, PPJB sering disusun secara sepihak oleh pihak pengembang dalam 

bentuk klausul baku yang cenderung menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen. 

Konsumen pada umumnya berada dalam posisi tawar yang lemah dan tidak memiliki 

kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian, sehingga berpotensi menimbulkan 

ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. 

Permasalahan tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara tegas memberikan hak-hak 

kepada konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, perlindungan dari praktik yang 

merugikan, serta hak atas keadilan dalam transaksi. Dalam praktik PPJB, sering ditemukan 

klausul yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, seperti pengalihan 

tanggung jawab kepada konsumen, keterlambatan pembangunan tanpa kompensasi, hingga 

tidak adanya kepastian penyerahan sertifikat kepemilikan. 

Fenomena meningkatnya sengketa antara konsumen dan pengembang di sektor properti 

menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen masih belum optimal. Berbagai 

kasus menunjukkan adanya proyek perumahan yang mangkrak, keterlambatan penyerahan 
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unit, serta ketidakjelasan status hukum tanah dan bangunan. Kondisi ini tidak hanya merugikan 

konsumen secara finansial, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan 

hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam transaksi properti di Indonesia serta 

bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian tersebut ditinjau dari 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, 

dan kasus, serta didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan 

tersier. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis kedudukan hukum PPJB 

dalam sistem hukum Indonesia serta menilai sejauh mana perlindungan hukum bagi konsumen 

telah diimplementasikan dalam praktik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perdata dan hukum perlindungan 

konsumen, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah, pelaku usaha, dan 

masyarakat dalam menciptakan sistem transaksi properti yang lebih adil, transparan, dan 

berkeadilan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penelitian ini didasarkan pada beberapa kerangka teoritis dan konseptual yang relevan, 

yaitu teori kepastian hukum, teori keadilan, konsep perjanjian, serta perlindungan konsumen 

dalam transaksi properti. 

Secara teoritis, hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu kepastian, keadilan, dan 

kemanfaatan. Teori kepastian hukum menempatkan hukum sebagai sistem norma yang 

memberikan pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh 

masyarakat. Kepastian hukum menjadi elemen penting karena memberikan rasa aman serta 

menjamin stabilitas dalam hubungan hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sistem 

norma yang bersifat preskriptif (das sollen), yang mengatur perilaku manusia melalui aturan-

aturan yang mengikat. Sementara itu, Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum 

sebagai salah satu nilai dasar hukum yang harus diwujudkan bersama dengan keadilan dan 

kemanfaatan. Dalam konteks kontrak, kepastian hukum tercermin dalam adanya aturan yang 

jelas, tidak multitafsir, serta dapat dijadikan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan hak 

dan kewajibannya. 

Selain kepastian, teori keadilan juga menjadi landasan penting dalam penelitian ini. 

Keadilan dalam hukum tidak hanya dimaknai sebagai kesesuaian dengan aturan, tetapi juga 

sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Aristoteles membedakan keadilan 

menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif berkaitan dengan 

pemberian hak sesuai dengan proporsi, sedangkan keadilan komutatif menekankan pada 

kesetaraan dalam hubungan timbal balik. Dalam praktik perjanjian, khususnya dalam 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha 

dan konsumen sering kali menyebabkan terjadinya ketidakadilan, sehingga diperlukan 

mekanisme perlindungan hukum untuk menjaga keseimbangan tersebut. 

Dari perspektif hukum perdata, perjanjian merupakan dasar utama dalam hubungan 

hukum antara para pihak. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan 

perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap orang lain. Perjanjian melahirkan hubungan hukum berupa perikatan yang 

menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Untuk sahnya suatu perjanjian, Pasal 1320 
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KUHPerdata mensyaratkan adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang 

halal. Selain itu, asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 

KUHPerdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk 

perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan 

kesusilaan. 

Namun demikian, dalam praktik modern, kebebasan berkontrak sering kali menghadapi 

keterbatasan, terutama dalam perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang 

klausulnya telah ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat. 

Dalam kondisi ini, pihak yang lemah, yaitu konsumen, hanya memiliki pilihan untuk menerima 

atau menolak tanpa ruang negosiasi. Klausula baku sering kali mengandung klausula 

eksonerasi yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha, sehingga berpotensi merugikan 

konsumen. 

Dalam konteks transaksi properti, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan 

bentuk perjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum dilaksanakannya Akta Jual Beli (AJB). 

PPJB muncul sebagai konsekuensi dari sistem terbuka hukum perjanjian dalam KUHPerdata 

yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian. Secara yuridis, PPJB 

digunakan ketika persyaratan untuk pelaksanaan AJB belum terpenuhi, seperti belum lunasnya 

pembayaran atau belum selesainya pembangunan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, 

PPJB sering disusun dalam bentuk perjanjian baku oleh pengembang, sehingga berpotensi 

menimbulkan ketidakseimbangan dan merugikan konsumen. 

Selain itu, aspek hukum agraria juga menjadi relevan dalam penelitian ini, khususnya 

terkait dengan hak atas tanah dan peralihannya. Hak atas tanah merupakan hak yang 

memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah 

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peralihan hak atas tanah dapat terjadi melalui 

berbagai perbuatan hukum, seperti jual beli, hibah, tukar menukar, maupun pewarisan, yang 

pada umumnya harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) untuk menjamin kepastian hukum. 

Dalam kerangka perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen dari praktik usaha yang merugikan. 

Perlindungan konsumen bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan kesadaran 

konsumen, serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. 

Undang-undang ini juga mengatur hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, 

hak atas keamanan, serta hak atas kompensasi apabila terjadi kerugian. Selain itu, asas-asas 

perlindungan konsumen meliputi asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan 

kepastian hukum. 

Dalam konteks PPJB, perlindungan konsumen menjadi sangat penting mengingat posisi 

konsumen yang cenderung lebih lemah dibandingkan dengan pengembang. 

Ketidakseimbangan ini sering kali menyebabkan konsumen tidak memperoleh hak-haknya 

secara optimal, terutama dalam hal keterlambatan pembangunan, ketidakjelasan status hukum 

tanah, serta tidak terpenuhinya janji yang tercantum dalam perjanjian. Oleh karena itu, integrasi 

antara prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan konsumen menjadi sangat penting 

untuk menciptakan sistem transaksi properti yang adil dan berkeadilan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang 

berfokus pada analisis terhadap norma hukum tertulis serta penerapannya dalam praktik 

melalui putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji 
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kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam transaksi properti serta 

menilai perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan utama. 

Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dilakukan dengan 

menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan transaksi 

properti dan perlindungan konsumen. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), 

yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti asas kebebasan berkontrak, 

klausula baku, kepastian hukum, dan keadilan dalam hubungan kontraktual antara developer 

dan konsumen. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), yang dilakukan melalui analisis 

terhadap putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 

71/Pdt.G/2024/PN Mlg dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 

187/Pdt.G/2024/PN Blb, guna mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik serta menilai 

pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa terkait PPJB. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari 

tiga bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan dan 

putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Kedua, bahan hukum sekunder, 

berupa literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan hukum perjanjian, hukum properti, dan perlindungan konsumen. Ketiga, 

bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang 

mendukung pemahaman konsep hukum. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), 

dengan menelaah dan mengkaji berbagai sumber hukum secara sistematis. Selanjutnya, data 

yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif, yaitu dengan 

menginterpretasikan norma hukum, mengkaitkannya dengan teori kepastian hukum dan 

keadilan, serta membandingkannya dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan 

pengadilan. 

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah 

mengenai kedudukan hukum PPJB dalam transaksi properti dan efektivitas perlindungan 

hukum bagi konsumen dalam praktik peradilan. Pendekatan ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesenjangan antara norma hukum dan 

implementasinya, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perlindungan 

konsumen di sektor properti. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Praktik Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam transaksi properti di Indonesia 

menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan 

masyarakat terhadap hunian. Dalam praktiknya, PPJB digunakan sebagai instrumen hukum 

pendahuluan sebelum dilaksanakannya Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT). Namun demikian, penggunaan PPJB tidak terlepas dari berbagai persoalan 

hukum, terutama terkait dengan kedudukan hukumnya dalam sistem hukum perdata serta 

perlindungan konsumen dalam hubungan kontraktual antara developer dan pembeli. 

Secara yuridis, PPJB merupakan perjanjian yang lahir dari asas kebebasan berkontrak 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 
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Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, keberadaan PPJB diakui sepanjang 

memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu 

adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, PPJB 

memiliki kekuatan mengikat sebagai perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan 

hak dan kewajiban bagi para pihak, tetapi tidak secara langsung mengalihkan hak kepemilikan 

atas objek properti. 

Karakteristik utama PPJB sebagai perjanjian pendahuluan menempatkannya pada posisi 

yang unik dalam sistem hukum Indonesia. Di satu sisi, PPJB memberikan kepastian hukum 

awal bagi para pihak, khususnya konsumen, bahwa transaksi telah dimulai. Di sisi lain, karena 

belum menimbulkan peralihan hak secara yuridis, PPJB tetap menyisakan potensi 

ketidakpastian, terutama apabila developer tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini diperparah 

oleh fakta bahwa dalam praktiknya, PPJB sering kali disusun dalam bentuk perjanjian baku 

oleh pihak developer, sehingga mengurangi ruang negosiasi bagi konsumen. 

Fenomena penggunaan klausula baku dalam PPJB menunjukkan adanya ketimpangan 

posisi tawar antara developer dan konsumen. Dalam banyak kasus, konsumen dihadapkan pada 

kontrak yang bersifat “take it or leave it”, tanpa kesempatan untuk memodifikasi isi perjanjian. 

Klausula-klausula tersebut sering kali mengandung ketentuan yang membatasi tanggung jawab 

developer, menghilangkan hak konsumen untuk menuntut, serta memberikan kewenangan 

sepihak kepada developer untuk membatalkan perjanjian. Kondisi ini secara jelas bertentangan 

dengan prinsip keseimbangan dalam hukum perjanjian serta melanggar ketentuan Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang 

pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. 

Hasil penelitian terhadap isi PPJB menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip 

perlindungan konsumen terjadi secara sistematis. Klausula mengenai pengembalian uang yang 

tidak proporsional, pembatalan sepihak oleh developer, serta pembebasan tanggung jawab 

dalam hal keterlambatan pembangunan merupakan bentuk-bentuk klausula yang berpotensi 

merugikan konsumen. Bahkan dalam beberapa perjanjian, ditemukan klausula yang secara 

eksplisit mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, sehingga 

menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh perlindungan melalui mekanisme peradilan. 

Dalam perspektif hukum perikatan, PPJB merupakan bentuk perikatan obligatoir yang 

hanya menciptakan hubungan hukum tanpa mengalihkan hak atas objek. Oleh karena itu, 

apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikualifikasikan 

sebagai wanprestasi. Konsumen yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pemenuhan 

perjanjian, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi. Namun demikian, efektivitas perlindungan 

hukum tersebut sangat bergantung pada kemampuan konsumen untuk mengakses mekanisme 

penyelesaian sengketa, yang dalam praktiknya sering kali menjadi kendala tersendiri. 

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 71/Pdt.G/2024/PN Mlg 

menunjukkan bahwa hakim secara tegas mengakui kekuatan hukum PPJB sebagai dasar 

hubungan hukum antara para pihak. Dalam perkara tersebut, developer dinyatakan wanprestasi 

karena gagal memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan dan menyerahkan 

unit sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dalih force majeure yang diajukan oleh developer 

ditolak oleh hakim karena tidak didukung oleh bukti yang memadai serta tidak diatur dalam 

klausula perjanjian. Putusan ini menegaskan bahwa keberadaan PPJB tidak dapat dijadikan alat 

untuk menghindari tanggung jawab hukum, melainkan justru menjadi dasar untuk menuntut 

pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran. 

Lebih lanjut, hakim dalam putusan tersebut memberikan perlindungan kepada konsumen 

dengan mengabulkan pembatalan perjanjian dan memerintahkan pengembalian dana yang 

telah dibayarkan. Meskipun demikian, tuntutan kompensasi tambahan ditolak dengan 
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pertimbangan proporsionalitas. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan berupaya 

menyeimbangkan kepentingan para pihak, tanpa mengabaikan prinsip keadilan. 

Sementara itu, dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 

187/Pdt.G/2024/PN Blb, permasalahan hukum yang muncul berkaitan dengan kegagalan 

developer dalam menindaklanjuti PPJB menjadi AJB, meskipun konsumen telah memenuhi 

sebagian besar kewajibannya. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa PPJB yang dibuat di 

hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Developer dinyatakan 

wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan AJB dan balik nama 

sertifikat, dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. 

Putusan ini menegaskan pentingnya prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. 

Konsumen yang telah melaksanakan kewajibannya secara penuh atau sebagian besar dianggap 

sebagai pihak yang beritikad baik dan berhak memperoleh perlindungan hukum. Hakim juga 

mengabulkan permohonan sita jaminan sebagai bentuk perlindungan preventif untuk 

mencegah pengalihan objek sengketa kepada pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengadilan tidak hanya berperan dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga dalam mencegah 

kerugian yang lebih besar bagi konsumen. 

Dari kedua putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peradilan di Indonesia cenderung 

memberikan perlindungan kepada konsumen dalam sengketa PPJB, terutama apabila 

konsumen dapat membuktikan adanya itikad baik dan pelaksanaan kewajiban sesuai 

perjanjian. Namun demikian, perlindungan tersebut masih bersifat reaktif, yaitu baru diberikan 

setelah terjadi sengketa dan melalui proses litigasi yang panjang dan kompleks. 

Lebih jauh, permasalahan PPJB tidak hanya terletak pada aspek pelaksanaan, tetapi juga 

pada potensi cacat hukum dalam perjanjian itu sendiri. PPJB yang tidak memenuhi syarat sah 

perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Cacat hukum dapat 

berupa cacat konsensus, cacat objek, atau tujuan yang tidak halal. Dalam konteks transaksi 

properti, cacat hukum sering kali muncul akibat ketidakjelasan status tanah, kurangnya 

transparansi informasi, serta penggunaan klausula yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Akibat hukum dari PPJB yang cacat dapat sangat merugikan konsumen, terutama apabila 

konsumen telah melakukan pembayaran dalam jumlah besar. Dalam kondisi demikian, 

konsumen dapat menempuh berbagai upaya hukum, baik melalui gugatan wanprestasi, 

perbuatan melawan hukum, maupun melalui mekanisme perlindungan konsumen berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Selain itu, konsumen juga dapat mengajukan 

pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Badan Perlindungan 

Konsumen Nasional (BPKN), meskipun dalam praktiknya mekanisme ini belum dimanfaatkan 

secara optimal. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara 

norma hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dengan praktik di lapangan 

yang masih didominasi oleh kepentingan pelaku usaha. PPJB sebagai instrumen hukum yang 

seharusnya memberikan kepastian justru sering kali menjadi sumber ketidakpastian dan 

ketidakadilan bagi konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan 

yang lebih efektif, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tercipta hubungan 

kontraktual yang lebih seimbang dan berkeadilan dalam transaksi properti di Indonesia. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap kedudukan Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam transaksi properti serta kaitannya dengan Undang-Undang 
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Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwa PPJB 

merupakan perjanjian pendahuluan yang sah dan mengikat secara hukum sepanjang memenuhi 

ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Sebagai perikatan obligatoir, PPJB menimbulkan 

hubungan hukum antara para pihak, namun tidak secara langsung mengalihkan hak 

kepemilikan atas objek properti. Kedudukan ini menempatkan PPJB pada posisi yang penting 

tetapi sekaligus rentan, karena memberikan dasar hukum bagi transaksi tanpa menjamin 

kepastian hak secara penuh bagi konsumen. 

Dalam praktiknya, penggunaan PPJB cenderung menunjukkan adanya ketimpangan 

posisi tawar antara pengembang dan konsumen. PPJB umumnya disusun dalam bentuk 

klausula baku oleh developer, sehingga membuka ruang terjadinya ketidakadilan kontraktual. 

Banyak ditemukan klausula yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha, menghilangkan 

hak konsumen untuk menuntut, serta memberikan kewenangan sepihak kepada pengembang 

untuk membatalkan perjanjian. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keseimbangan dalam 

hukum perjanjian dan melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. 

Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa lembaga peradilan cenderung 

memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya dalam kasus wanprestasi oleh 

pengembang. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang dan Putusan Pengadilan Negeri Bale 

Bandung, hakim secara konsisten menilai bahwa kegagalan developer dalam memenuhi 

kewajiban, baik berupa keterlambatan pembangunan maupun tidak dilaksanakannya AJB, 

merupakan bentuk wanprestasi yang menimbulkan hak bagi konsumen untuk memperoleh 

pembatalan perjanjian dan/atau pemenuhan prestasi. Dalih force majeure maupun alasan 

finansial dari developer tidak dapat dijadikan pembenaran tanpa dasar yang jelas dan 

pembuktian yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen secara yuridis 

telah diakui, meskipun implementasinya masih bersifat reaktif melalui mekanisme litigasi. 

Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap 

konsumen dalam PPJB belum berjalan secara optimal. Konsumen masih berada pada posisi 

yang lemah, baik dari segi informasi, pemahaman hukum, maupun akses terhadap keadilan. 

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan landasan normatif 

yang kuat, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha serta rendahnya literasi hukum 

masyarakat menyebabkan berbagai pelanggaran tetap terjadi. Dengan demikian, PPJB sebagai 

instrumen hukum masih memerlukan penguatan baik dari sisi regulasi maupun implementasi 

agar dapat memberikan perlindungan yang adil dan seimbang. 

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, disarankan agar konsumen meningkatkan kehati-

hatian dalam melakukan transaksi properti, khususnya dengan memahami secara menyeluruh 

isi PPJB sebelum menandatanganinya serta, apabila diperlukan, berkonsultasi dengan pihak 

yang memiliki kompetensi hukum. Di sisi lain, pelaku usaha pengembang diharapkan 

menjalankan prinsip itikad baik dengan menyusun perjanjian yang transparan, proporsional, 

dan tidak merugikan konsumen, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Peran notaris dan PPAT juga perlu diperkuat tidak hanya sebagai pembuat akta, tetapi 

sebagai pihak yang memberikan pemahaman hukum kepada para pihak dan memastikan bahwa 

perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum. Sementara itu, pemerintah perlu 

meningkatkan pengawasan serta melakukan penyempurnaan regulasi terkait PPJB, khususnya 

dalam mengatur standar klausula yang adil dan mekanisme perlindungan konsumen yang lebih 

efektif. 

Akhirnya, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan kajian lebih lanjut 

mengenai PPJB, terutama dalam perspektif perlindungan konsumen dan reformasi hukum 
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kontrak di sektor properti, mengingat tingginya kompleksitas dan frekuensi sengketa yang 

terjadi dalam praktik. 
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